
LAPORAN HASIL REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TRIWULAN I TAHUN 2016

A. Informasi Umum

1. Nama Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
2. Alamat Kementerian : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Pusat, 10270

B. Anggaran Belanja dan Target Lelang Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016

1. Nomor DIPA : SP DIPA-002.01-0/2016 (Satker Setjen) dan SP
DIPA-002.02.1.001030/2016 (Satker Dewan)

2. Tanggal DIPA : 07 Desember 2015
3. Anggaran Belanja:

a. Belanja Barang : Rp 3.442.840.137.000,00
b. Belanja Modal : Rp 740.338.683.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial : Rp 0,00
d. Belanja Lainnya (selain Belanja

Barang, Belanja Modal, dan Belanja
Bantuan Sosial)

: Rp 1.040.116.876.000,00

Jumlah Rp 5.223.295.696.000,00

4. Rencana Penyerapan Anggaran:

 
No. Triwulan

Anggaran Belanja (Dalam Milyaran Rupiah)
Barang Modal Bantuan

Sosial
Lainnya *) Jumlah

I. Pagu Anggaran DIPA 3.442,84 740,34 0,00 1.040,12 5.223,30
II. Rencana Penyerapan:

1. Triwulan I 225,29 55,97 0,00 189,61 470,87

2. Triwulan II 607,65 99,25 0,00 293,83 1.000,73

3. Triwulan III 1.158,81 220,50 0,00 311,72 1.691,03

4. Triwulan IV 1.451,10 364,61 0,00 244,95 2.060,66

Total 3.442,84 740,34 0,00 1.040,12 5.223,30
% Rencana Penyerapan terhadap
Pagu Anggaran DIPA (II/I)

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 Keterangan: *)Selain Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial.

5. Target Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilelang:
a. Jumlah paket pengadaan barang/jasa : 74 paket
b. Nilai paket pengadaan barang/jasa : Rp 825.369.618.000,00

C. Penyerapan Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2016

Perbandingan realisasi dan rencana penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No. Jenis Belanja
Rencana Penyerapan Realisasi

Triwulan I
% Thd Rencana Penyerapan

Setahun Triwulan I Setahun Triwulan I

1. Belanja Barang 3.442,84 225,29 449,98 13,07 199,74

2. Belanja Modal 740,34 55,97 1,47 0,20 2,62

3. Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Belanja Lainnya *) 1.040,12 189,61 162,47 15,62 85,68

Total 5.223,30 470,87 613,91 11,75 130,38

 Keterangan: *)Selain Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial.

Penyebab dan solusi atas hambatan yang terjadi pada penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:



No. Penyebab Permasalahan Rekomendasi

1. Penyebab pada tahap Pembayaran:
Lainnya

Penjelasan atas penyebab di atas:

Perubahan Struktur Organisasi Setjen DPR RI
yang menyebabkan adanya penyesuaian dalam
pelaksanaan tugas

Rekomendasi pada tahap Pembayaran
-

Penjelasan atas rekomendasi di atas:

1. Agar disesuaikan (revisi) Cash Planning

2. Mempercepat penetapan pejabat eselon II (PPK)

D. Progres Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2016

Posisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada akhir Triwulan I Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.
Tahapan Pengadaan

Barang/Jasa
Jumlah
Paket

Nilai PBJ
(Rp)

% Terhadap Target

Jumlah Paket Nilai PBJ

1. Target 2016 74 825.369.618.000

2. Belum dilelang atau masih dalam
proses lelang

57 718.114.847.500 77,03 87,01

3. Sudah ditetapkan pemenang lelang 1 2.583.688.800 1,35 0,31

4. Sudah Tanda Tangan Kontrak Namun
Belum Ada Realisasi Pekerjaan

16 104.671.081.700 21,62 12,68

5. Sudah Tanda Tangan Kontrak dan
Sudah Ada Realisasi Pekerjaan:

a. Progres 1 - 25% 0 0 0,00 0,00

b. Progres 26 - 50% 0 0 0,00 0,00

c. Progres 51 - 75% 0 0 0,00 0,00

d. Progres 76 - 99% 0 0 0,00 0,00

e. Selesai 100% (PHO) 0 0 0,00 0,00

Penyebab dan solusi atas hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Triwulan I Tahun
2016 adalah sebagai berikut:

No. Penyebab Permasalahan Rekomendasi

1. Penyebab pada tahap Proses Lelang dan
Pengumuman Pemenang:
Belum ditetapkannya Pengelola
Kegiatan/pengelola pengadaan

Penjelasan atas penyebab di
atas:keterlambatan pengangkatan pejabat
pengelolaan anggaran (PPK) yang diakibatkan
adanya perubahan struktur organisasi

Rekomendasi pada tahap Proses Lelang dan
Pengumuman Pemenang
Agar penetapan pengelola kegiatan/pengelola
pengadaan tidak dibatasi dengan tahun anggaran
sehingga dapat dilakukan oleh pengelola
kegiatan/pengadaan tahun sebelumnya

Penjelasan atas rekomendasi di atas:Mempercepat
penetapan pejabat eselon II (PPK)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

